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TENTAI{G

PENATAAI{ DAI.{ PEMBINAAI{ PASAR TRAD I SIO NAL,

PUSAT prnnrrenrJnex DAI{ ToKO MODERN

DENGAI.I RAHIVIAT TUHAN YAI{G IVIAHA ESA

Menimbang i a.

PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA,

bahwa dengan semakin berkembangnya usatw petdagargan

eceran dalam slcala kecil dan menengah, usaha petdagan3an

eceran modern dalam skala besar, mal<a pasar tradisional perlu

dibedayal<an agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling

meme rl ulcan r sa I ing memry/rr;urt setta saling menguntunglan;

bahwa untuk membina pengembangan industri dan

perdagangan bamng dalam negeri serta kelancaran distribusi

barang, perlu memberikan pedoman bagr penyelen1Sam.an

pasar tradisional, pusat prbelAnjaan dan toko modern, serta

norma-noffna keadtlan, saling menguntungkan da.n tanpa

tel<anan dalam hubung an antara Wmasok batang dengan toko

modern serta pengembangan kemtfiaan dengan usaha kecil,

sehingga tercrpta tertib persaingan dan keseimbangan

kepentingan produsenrpmasok, toko modern dan konsumenl

bahwa berdasarl<an pefin$ar7gaf,r sebagatmana dimaksA dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapl<an Peraturan Pnesiden

Republik Indonesia tenhng Penataan dan Pembtnaan Pasar

Tradisional, R sat Perbelanj aan dan Toko Modern;

Mengingat : 1 . Pasxllf ayat (1) Undarg-UndangDasar Negara Republik Indonesia

Tahrm 1945;

. Z. Kitab Undang -tJndang Hukrm Perdata (Buryeliike Wetbre$

Shatblads I 84 TNomor 2g);

3. Bedrijfsreglementerings .. .

b,

c.
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Bedrijfsreglementerings Ordonantie (BRO)

(Staatsblad 1938 Nomor 86);

Tahun 1934

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 7992 tentang Perumahan dan

Permukiman (lnmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor S469);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(lnmbaran Negara Republik Indonesn Tahun 1995 Nomor 716,

Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361,1);

Undarng -Undang Nomor 23 Tahun 1,997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Prakfek Monopoh dan Persaingan Usaha Trdak Sehat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor S3rTambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3Sl7);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (l^embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOZ tentang Bangunan

Gedung (lnmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOz

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor +247);

c.

6.

7.

8.

9.

10.

1 1. Undang- ..,
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daemh (lnmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negana Republik Indonesia

Nomor 4437);

Undarg-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentangJalan (I^embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor ls?rTambahan

l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahtm 2OO7 tentang Penataan Ruang

(rnnrbaran Negara Republik Indonesia Tahwr 2oo7 Nomor 68,

Tambahankmbarun Negara Republik Indonesia Nomor +TZ5);

Peraturan Pemefintah Nomor 44 Tahun T997 tentang Kemitraan
(Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lggT Nomor gI,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ST ts\;

Perafinan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1gg8 tentang

Pembinaan dan Pengembangan llsaha Kecil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 4G, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S74S);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2oo7

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinfuh,

Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah

l(abupaten/ Kota (l,embarun Negara Republik Indones ra Tahun

2ooz Nomor 82, Tambahan lnmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSI(AI{

Menetapkan : PERATUMI.{ PRESIDFN TENTAI{G PENATAAI\ DAI{ pEMBINAAI{ pASAR

TRADISIONAI, PUSAT TERBEIADUAAI{ DAI{ TOKO MODERN

11.

r2.

13.

1,4.

15.

16.

BAB I ...
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BAB I

KETENTUAI{ UMUM

Pasal I

D alam Peraturan Presiden ini y ang dimaftsu d dengan :

1. Pasar adalah area tempat jrnl beli barang denganjumlah penjual

lebih dan satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,

pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat pefiagangan

maupun sebutan lainnyal

2. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh

Pemerinbh, Pemerintah Daemh, Swasta, Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daeruh termasuk kerlasama

dengan swasta dengan tempat usaha funrpa toko, kios, los dan

tenda yang dimiliki / drkelola oleh pedagang kecil, menengah,

swadaya masyarukat atau koperasi dengan usaha skala kecil,

modal kecil dan dengan proses jlu'a,l beli bamng dagangan melalui

tawat menawat;

3. fusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yarg terdiri darr satu

atau beberapa bangman yarg didirikan fficara vertikal tnaupun

horizontal, yang drjumil atav disewakan kepada petaku ulrrha atau

dikelola sendiri untuk meliakukan l<egatan petdagangan b amntg;

4. Toko adaJahbangunan gedung denganftragsi vlrrha yang drgunal<an

untuk menjual Mrang dan terdiri darr harrya srrtu penfinl;

5. Toko Modenr adalah toko dengan sistem pelayanan mandin,
menjual berbagai jenis barung secara eceran yang berbentuk

Minimarket, supermarket, Department store, Hypermarket

ataupun grosir y ang berbentuk Perkulalan;

6. Pengelola Janngan Minimarket adalah pelalqr usprlw yang

melalankan kegntan usaha di bidang Minimarket melalui satu

kesatuan manalemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet

yangmerupak,an janrg:arcrya;

7. Pemasok ...
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Pemasok adalah pelaku usaha yang secara terafiit memasok

barung kepada Toko Modern dengan tujrnn untuk drjwl kembali

melalui kerjasama usahal

Usaha IGcil adalah 1rq4Jinhn ekornomi ratqat ya4g benskala l@cil

sefugumamdimaksud daiarnunda4g Uruda4g Nomor 9 Talun 1995

tenta4g Usala Kecil;

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha IGcil dengan

Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan

dan pengembargan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar

dengan memperhattlan prinsip saling memerlukan, saling

mempe rlmat dan sal ing menguntungkan, seb agaimana dimaksud

daLam Peraturanr Pemerintah Nomor 44 Tatun 1997 bnta4g

IGmifiman;

Syarat Perdagangan (trading terms) adalah qyarat-syant dalam

perlanjian kerlasama antara Pemasok dan Toko Modern/

PerTgelola Janngan Minimarket yarg berhuburrgan dengan

pemasokan produk-produk yang diperd.agangl<an dalam Toko

Modern yang bersarg;kfian;

Izrn Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izur. Usaha hrsat

Perbelanjaan dan tzin Usaha Toko Modern adalah win untuk

dapat melaksanal<an usalw pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modenn yang dtterbith,an oleh Pemerintah

Daerah setempatl

Perafiilr,tn Zonasi adalah ketenfuan-ketenfinn Pemerintah

Daerah setempat yang mertgatur pmanfaatan ruatg da;n unsur-

unsur pe4gendaliahyang disusun untuk setirap zona peruntukan

sesuai dertgan rencana rinci tata,r.la;ng;

Menteri adalah Menteri y^ng bertranggung jawab di bidang

perdagangan.

9.

10.

11.

12.

13.

BAB II ...
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BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBEIANJAAI{

DAN TOKO MODERN

BagtanPeftama

Penataan Pasar Tradisional

Pasal 2

(1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana

Tata Ruang Wilayah Yabupaten/Kota, fun Rencana Detail Tata

RuangYtabupaten/Kota,termasukPeraturanZnnasinya.

(2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyaratr,at dan

keberudaan Pasar Tradisional, Rrsat Perbelanjaan dan Toko

Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di

wilayah yang bersangkutanl

b. Menyediah,an arcal parkir paling sedikit seluas kebutuhan

parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap

10O m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar

Tradisiona\ dan

c. Menyediatan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang

bersih, sehat (hygieni$ aman, tertib dan ruang publik yang

nyaman.

(3) Penyediaan arcal parkir sebagaimana dimaksud pafu ayat (2)

huruf b dapat dilakukanberdasarlran kerjasama antara pengelola

Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Bagian...
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BagranKe&n

Penataan Rrsat Perbelanjaan danToko Modern

Pasal 3

(1) Lokasi pendirian Rrsat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib

mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah l{abupaten/Kota,

dan Rencana Detail Tata Ruang Yabupaten/Kota, termasuk

Peratutan Zonasinya.

(2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah rebagai

berikut:

a. Minimarket, kurang dari 4OO sf (empat ratus meter per

segi);

b. Supermarket, 4OO mz (empat ratvs meter per segi) sampai

dengan 5.000 *z (limanbu meter per segi);

c. Hypermarket, diatas 5.000 *z (lima nbu meter per segi);

d. Department Store, diatas 4O0 vvp (empat ratus meter per

segi);

e. Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima nbu meter per segi).

(3) Sistem penjualan dan jenis barung dagangan Toko Modern

adalah sebagai berikut :

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara

ecetan barang konsumsi tenttama produk mah,anan dan

produk rumah tangga lainny a;

b. Department Store menjual secara eceran barung konsumsi

utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan

penataan bar ang berdasarkan j enis ke lamin dan / atau tingkat

usia konsumenl dan

c. Perkulakan menjual secara grosir barung konsumsi.

Pasal4 ...
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Pasal 4

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

a. Memperhitungl<an kondisi sosial ekonomi masyarul<at,

keberudaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha

Menengah yang ada drwilayah yangbersangkutan;

b. Memperhatrlsn jarak antara Hlpermarket dengan Pasar

Tradisio nal yang telah ada sebelumnyal

c. Menyediakan arcal partir paling sedikit seluas kebutuhan

parkir 1 (satu) unit kendaman trcdra empat untuk setiap 60 mz

(enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat

Perbelanj aan dan/ atauToko Modern; dan

d. Menyedialan fasilitas yang menjamin Rrsat Perbelanjaan dan

Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis\ aman) tertrb dan

ruang publik y ang ny aman.

(2) Penyediaan arcal parkr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hunrf c dapat dilakukanberdasark,an kerjasama antara Wngelola

Rrsat PerbeLanjaan danl atau Toko Modern dengan pihak Lain.

(3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pafu

ayat (1) huruf a dan hunrf b diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem

janngan jalan artert atau kolektor primer atau arlen sekunder.

(2) Hylpermarket dan Rrsat Perbelanjaan:

a. Hanya boleh br;rlolrasi pada atau pada akses sistem janngan

jalan arteri, atau kolektory dan

b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau

lingkungan di dalamkota/perkotaan ,

(3) Supermarket danDepartment Store :

a. Tidak boleh berlokasi pada sistem janngan jalan lingkungan;

dan

b. Tidak..,
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b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di

dalamkota/perkotaan.

(4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem janngan jalan,

tennasuk sistem jafingan jalan lingkungan pafu kawasan

pelayananlingkungan(perumahan)didalamkota/perkotaan.

(5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setrap sistem janrgan

jalan, termasuk sistem janngan jalan lokal atau jalan lingkungan

pada kawasan pelayanan bagran kota/l<abupaten atau lokal ataa

lingkung an (pentmahan) di dalam kota / labupaten.

(6) JaIan arterr adalah mentpak,an jalan umum yang berfungsi

melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jaruk jauh,

kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi

senaraberdaya gvna.

(7) Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi

melayani angkvtan pengumpul atau pmbagi dengan ciri
perl alanan j aruk sedang, kec ep atan r ata - r ata sedang, fun j umlah

jalan masuk dibatasi.

(8) Jalan lokal adalah mervpal,a;n jalan umum yang berfungsi

melayani angkutan setempat dengan ciri ped alanan jaruk del<at,

kecepatan rata-rata rcndah, dan jumlah jalan masuk hdak

drbatast.

(9) Jalan lingkungan adalah merupal<an jalan umurn yang berfurrgsi

melayani anglantan lingkungan dengan ciri perlalanan jaruk

del<at, dan kecep atan r ata- r ata rendah.

(10) Sistem janngan jalan primer adalah merupalcan sistem janngan

jalan dengan Wranan pelayanan distribusi barung dan jasa untuk

pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan

menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berurujud

pusat-pusat kegiatan

(1 1) Sistem ...
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(11) Sistem janngan jalan sekunder adalah merapakan sistem

jafingan jalan dengan Wranan pelayanan distribusi barung dan

jasa untuk masyaralrat di dalaml<awasan perkotaan.

Pasal 6

Rrsat PerbelanJaan wajib menyediatran tempat usaha untuk usalw

kecil dengan harga |t;url atau biaya sewa yang sesuai dengan

kemam puan lJsaha Kecil, atau yang dapat dtmanfaatkan oleh Usaha

Kecil melalui kerjasamalain dalam rangl<a kemitraan.

Pasal 7

(1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket

adalah sebagai beri kut :

a. Untuk hari Senin sampai denganJumat, pukul IO.OO sampai

dengan pukrrl 22.OO waktu setempat.

b. Untuk han Sabfu dan Minggu, pukul 1O.OO sampai dengan

pukul 23.OO waktu setempat.

(2) Untuk hari besar keagama.an, libur nasional atau har: tertentu

larnrtya, Bupatt/Waltkota atau Gubernur untuk Pemerintah

Provinsi Daeruh Khusus Ibukota Jak<arta dapat menetapkan jam

kerja melampaui pukul 22.OO waktu setempat.

BAB III

PEIVfASOKAN BARAI{G KEPADA TOKO MODERN

Pasal 8
..

(1) Keqasama usaha antara Pemasok dengan Perkulalran,

Hypermarket, Depaftment Store, Supermarket, dan Pengelola

Jafingan Minimarket dlklnt dengan perlanjian tertulis dalam

bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

(2) Apabila-.



..'fK^)\lt[wl-razls.a

^\Qg
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 11

(2) Apabila fulam kerjasama usaha sebagaimana dimalaudpada ayat

(1) dratur syarat-syarut perdagangan, malra syarat-syarat

perdagangan tersebut merupah,an bagian yang trdak terpisahkan

dari perj anjian terfii lis sebag aimana dimaks ud p ada ay at (l) .

(3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarut-

syarut perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanrc

jelas, wajar, berkeadilan dan saling menSuntungkan serta

disepakati kedua belah pihak tanpa teh,anan, dengan ketenttaan

sebagai berikut:

a. Biaya-braya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah

biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penju.a,lan

produk Pemasokl

b.PengembalianbarangPemasokhanyadapatdilakukanapabila

telah dipefianjikan di dalam kontrakl

c. Pemasok dapat dikenakan denda apablla tidak memenuhi

jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat

dikenakan denda apabila trdak memenuhi pembayarun tepat

pafu waktunyal

d. Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan

penfinlan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya

diberlakukan untuk bar ang dengan karakteristik tertentul

e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftarun barung

Pemasok ditetaptan dan digunah,an secara transparan.

(4) Biaya yang berhubungar. langsung dengan penfinlan produk

Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:

a. Potongan harga reguler (rcgular discounl, yaitu potongan

harga yang dibenh'an oleh Pemasok kepada Toko Modern

pada setiap fransaksi jwl-beli;

b. Potongan harga tetap (fked rebate), yaitu potongan harga

yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa

dikaitkan dengan tatget penjualan;

c. Potongan ...
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c. Potongan harga khusus (conditional rcbate), yaifir potongan

harga yang diberikan oleh Pemasok apablla Toko Modern

dapat mencapai target penjrnlan;

d. Potongan harga promosi (prcmotion discounl, yaitu

potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko

Modern dalam rangta kegiatan promosi baik yanS dradal<an

oleh pemasok maupun oleh Toko Modernl

e. Biaya promosi (prcmotion budgel, yaitu biaya yan9

dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern unfuk

mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;

f. Braya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang

drbebanl<an oleh Toko Modern kepada Pemasok yang

berl<aitan dengan distribusi barung Pemasok ke janngan toko

modeml dan/ atau

g. Biaya administrasi pendaftaran barang (Iistit6 fu), yaifit

braya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan

barung pada Toko Mode rn y ang dibebankan kepada Pemasok.

(5) Batang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud

pah ayat (3) huruf d, adalahbarangyang ketinggalan mode (old

fashion), barang dengan masa simpan rcndah, barang sortiran

pembel i dan barang promosi.

(6) Pentbahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapl<an oleh Menteri setelah mempertimbangkan situasi dan

kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal I
(1) Dalam rang;I<a pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha

IGcil dengan Perkulal<an, Hypermarket, Department Store,

Supermarket, dan Pengelola Janngan Minimarket, perlanjian

kerjasama wbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilalukan

denganketenfinn:

a. Tidak.,.
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a. Tidak memungut bnya administrasi pendaftarun bamng dar.

Pemasok Usaha Keci! dan

b. Pembayaran kepada Pemasok Usatn Kecil dilalukan *cara

trrrTli, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilafukan dalam

iarWka waktu 15 (lima belas) har^ setelah seluruh dokumen

Wr.a;g*ran drteitma.

(2) Pembayamn tidak seoara twtai rebagaimana drmalcud paAa

ayat (1) huruf b dapat dilakukan repanjarg cara tersebut tidak

menrgiJr,an Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhittmgfun biaya

resiko danbungauntuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 10

(1) Perkulak,an, Hypermatket, Department Store, Supermarket, dan

Pengelola Janngan Minimarket, dapat menggunal<an merek

sendiri dengan mengutamal<an barung produksi Usaha Kecil dan

Usaha Menengah.

(2) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengutamakan jenis barung yang diproduksi di

Indonesia.

(3) Toko Modern bertanggvng jawab bahwa bamng yang

menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi

ketentuan peruturan Wrlndang-undangan di bidarg Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan

produk,sertaperaturanpntndang-undanganlainnya.

Pasal 11

Dalam runglra menciptal<an hubungan kerj asama yang berkeadilan,

saling menguntungkan dan tanpa teh,anan antara Pemasok dengan

Toko Modern , Pemertntah dan Pemerintah Daeruh dapat memfasilitasi

kepenfinSan Pemasok dan Toko Modern dalam menrndingkan

pe { anj i an kerl asama seb agaimana dimaksu d dalam P asal 9,

BAB TV ..O
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BAB IV

PERIZINAI{

Pasal 12

(1) Untuk melalukan usalnPasar Tzdisional, Hisat Petblartjaandan Toko

Modern, wajib memiliki :

a. Iztrl Usaha Pergelolaan Pale;r Tradisional (IUPfl) untuk Pasar

Tradisional.

b. lz.n Uslarkn fusat Pefulaqaan fiLIPD untuk Perfickoan r l\tlallr Plasa

danRisat Petdagangan.

c. Izin Usaha Toko Modern 0LffM r,lntuk lvlininrarket, Supermarket,

DeparAnent Sbre, Hypermarket dan Perl<iak<an

(2) ILJTM untuk Minimarket diutamatan bagi pelaku Usaha Kecil

dan U saha Menengah setem pat.

(3) Izlrn melalcukan usaha lebagairnana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Bupatr/Walikota dan Gubernur unhrk Pemerintah

Hovinsi DKJaIafia.

Pasal 13

Permintaan IUPZT, IUPP dan ILJTM dilengkapi dengan :

a. Stttdi kelayal,,an termasuk analisis mengenai dampak lingkurrgan,

tenftama aspek sosial budaya dan dampalmya basr pelaku

prdagargan ecer an s etempatl

b. Rencana kemrtraan dengan Usaha Kecil.

Pasal 1,4

Menteri membuat pedoman tata cara penzinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V ...
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BAB V

PEMBINAAI{ DAN PENGAWASAI{

Pasal 15

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri

maupvn bersama-sama sesuai dengan bidang fugas masing-

masing melakukan pembina.an dan Wrgawasan Pasar

Tradis io nal, Rr sa t P erb elanj aan dan Toko Mode rn.

(2) Dalam mngl<a pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerahz

a. Mengup ayab,an sumber-sumber alternattf pendanaan untuk

pemberfuyaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan petaturan

perundang - und an3an y ang berlala4

b. Meningk,atl<an kompetensi pedagang dan pengelola Pasar

Tradisionall

c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi

Wda9angPasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan

renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;

d. Mengevaluasi pengelolaan P asar Tradisio t\a,|.

(3) Dalam rangl<a pembina^n Rrsat Perbelanjaan dan Toko Modern,

PemerintahDaeruh agar :

a. Memberdayatan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam

membin a P asar Tradisio nal;

b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 16

Dalam ranglrc- pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalamPasal 15, atas permintaan Menteri mab,a Rrsat Perbelanjaan dan

Toko Modern wajlb memberl?,an data dan/atau inforrnasi penjualan

se s ua i ke te ntua n per atur an p erulndang- undangan.

BAB VI ...
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BAB VI

SANKSI

Pasal L7

Pelanggaran terhadap Pasal 0rPasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8

ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (Z> dan Pasal 16 dalam Peraturan

Fresiden ini dapat dikenakan sanksi adminisfianf secara betahap

bentpa peflngatan tertttlis, pembekuan dan pencabutan win usaha.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) lzrn Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

sebelum berlaktnya Peraturan Presiden ini, dipersamakan

dengan Iztn Usaha Pusat Perfulanjaan (ILIPP) dan/ atau lzin
Usaha Toko Modern (ILJTM) berdasarl<anPeraturan Presiden ini.

(2') lzin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum

berlakunya Perafinan Presiden ini, dipersamal<an dengan lzin
Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPZT) berdasarkan

Peraturan Presiden ini.

(3) Pasar Tradisional, Rrsat Perbelanjaan dan Toko Modern yanS

sedang dalam proses pembangunan atav sudah selesai dibangun

namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan

Presiden ini, dianggap telah memenuhi persyarutan lokasi dan

dapat diberikanlzin Usaha berdasarkan Perafi;ocan Pnesiden ini.

(4) Pr,rsat ...
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(4) Fusat PerbelanJaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin

lokasi yang diterbittan PemerintahDaeruh dan belum dibangun

sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, selanjutnya wajib

menye suai kan dengan ketentua n P er aturan Fre side n i ni.

(5) Rrsat PerbelanJaan dan Toko Modern yang telah berdiri,

beroperasi dan belum melaksanal<an program kemitraan, wajrb

melaksanatan program kemitraan dalgm waktu palinglambat 2

(drn) tahun sejak berlakuny^Peraturan Presiden ini.

(6) Perjanjian kerj asama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan,

Hyperm arket, Department Store, Supermarket dan Pengelola

Janngan Minimarket yang sudah ada pafu saat berlakunya

Peratvran Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhiffrya

perlanjian tersebut.

Pasal tg

Dengan berlakmya Peratwan Presiden ini maka ketentuan tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan rebagaimana drtetaplan

dalam Keputusan Bersama Menteri Perindusffian dan Perdagargan dan

Menteri Dalam Negeri Nomor I45/MW/Kep/5/1997 dan Nomor 57

Tahun 1997 tanggal 12 Mei 1997 dan pratwan pelaksanaannya,,

drnyatal<an tetap berlaku sepanjang trdak Lrctentangarr danl atau belum

d$antrdenganyargbantberdasr?,anPerafircanPresidenini.

BAB VIII ...
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BAB VIII

KETENTUAI{ PEMJTUP

Pasal 20

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pafu tanggal drtetapl<an.

Ditetapl<an di Jalxafta

pafu tangal 27 Desember ZO0Z

PRESIDEN REPLTBLIK INDOMSLA,

ttd.

DR H. SUSILO BAA/IBAI{G }ILIDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

{{rr-rnooj


